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BUPATI HULU SUIYGAI UTARA
PROVINSI KALIMAITTAIT SELATAN

PE,RATURAN BUPATI IIULU SUNGAI UTARA
NOMOR 56 TAIIUN 2O2O

TENTANG

SATUAIT BIAYA PERJALI\NAIT DINAS BAGI
DIUIAN PTRWAKILI\N RAI(YAT DATRAH DAN PEGAWAI APARATUR

SIPIL NEEARA DI LINGKUITGAN PEMERIITTAH
KABUPATEN HULU SUISGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbilng : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penrerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyaritkat, maka
kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Di)RD, serta
Aparatur Sipil Negara ch lingkungan i)emerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanirkan tugas
dinas dalam daerah danlatau ke luar daerah, perlu
diberikan biaya perjalanan dinas;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional, maka perlu melakukan perubahan
dan penyesuaian atas tarif perjalanan dinas yang berlaku
dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf tr, maka perlu flrenetapkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Satuan Biaya
Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rak-r'at Daerah
dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di ingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19t;3 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II cti
Kalimantan (Lembarar' Negara Republik Indont'sia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18:10);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOol;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indon.:sia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negarzr Republik
Indonesia Nomor 5a9a);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kaii terakhir dengatr Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubanan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOi 4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O:7 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6OaL);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tt'ntang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rai<yat Daerah (Lembaran Negarir Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O'.9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322)l;

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional (Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Trrhun 1990
tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 6781;

12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 8O Tithur-r 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menreri Dalarn
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perutrahan atas
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Trihun 2011j
tentang Pembentukan Produk Hukum Daera.h (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2OL2 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2Ot2 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

MenetapKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAT;RAH DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam F)eraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dat:rah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Buprrti adalah Bupati Huiu Sungai Utara.

3. Deu'iln Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat D[''RD adalah
Der.rirn Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Pejaitat yang berwenang adalah Pengguna AnggaranfKuasa Pengguna
Anggaran atau Pejabat yang diberikan wewenang oleh Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASI\
adal.rh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peqanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi trrgas dalarn
suar'd jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaii
berdasarkan peraturan perundang-undangan

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indr,nesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secai-a tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudrrki jabatan
pemcrintahan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

7. PNS Gol.lY danlatau PNS Gol.III adalah PNS non Eselon.

8. Per.j"tlanan Dinas adaiah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik
perscorangan maupun secara bersama-sama, yang dilakukan dalarn
wilavah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/kedirrasan atas
penrrtah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dii.ri tempat
kedLrdukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolrLk ke luar
negt.ri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke te mpat yang
ditulu di dalam negeri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Ftupati ini.

9. Pelaksana perjalanan dinas adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR[],
Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan/PNs pada Instansi Vertikal,
Pegirwai Pemerintah dengan Perjanjian KerjalPegaurai Tidak Tetrrp/Pegawtri
Non PNS, dan/atau masyarakat yang terkait langsung dengan
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program/kegiatan SKPD, yang mendapat penntah untuk mel.lksanakan
per.;alanan dinas.

10. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dtmana kantorlsatuan kerja
beritrla.

11. Temtrrat tujuan adalah tempat/kota yang menjacli tujuan perjalanrrn dinas.

12. Luar Provinsi adalah luar Provinsi Kalimantan Selatan.

13. Luar Kabupaten adalah luar Kabupaten Huiu Sungai Utara, terapi masih
dalarn wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

14. Dala m Kabupaten adalah wilayah yang berada dalam Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

15. Uan{ Harian adalah uang perjalanan dinas yang merupakan penggantian
biavtr keperiuan sehari-hari Pelaksana perjalanan dinas, dakLm rangka
menlalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri, yang '-erdiri dari
uang makan, transpor lokal, dan uang saku.

16. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Kepa,a Daerah,
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II yang
melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi yang melekat pada jabatan, diberikan sebagai pengganti atas
pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat
daerrrh, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya
tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

18. Biar,r rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.

19. Surat Perintah Perjaianan Dinas yang selanjutnya disingkat SF'PD adalah
surar perintah yang diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dtnas untuk
melir ksanakan tugas negara f kedinasan.

20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnytt disingkat
PPPK adalah Pegawai Pemerintah yang memenuhi syarat tertr:ntu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertt'ntu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

21". Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang
diangkat oleh Menteri/Gubernur/Bupati untuk jangka waktu tertentu guna
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
proft'sional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berxedudukan
sebagai PNS.

22. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
PA7 Kuasa PA adalah Kepala SKPD atau Kuasanya yarrg bertanggungjawab
atas pengelolaan anggaran pada SKPD/Unit Kerja yang bersangktrtan.

23. Pejatrat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atarr beberapa
kegiiLtan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

24. Dikirrt Struktural adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimlrinan yang
dilahsanakan secara bertingkat dalam rangka pengembangan karrer PNS.

25. Diklrrt Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang drikuti oleh
PPNSltenaga teknis dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
kem ilmpuan kerja bersangkutan.
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BAB II
SYARAT DAN KETENTUAN

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang diatur daiam Peraturan Ilupati int,
melil>uti:
a. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
b. Pt:gawai ASN;
c. Ptjabat/PNS dari instansi vertikal;
d. PPPKIPTT/Pegawai non-PNS; dan
e. I\{asyarakat yang terkait langsung dengan program/kegiatan SKPI)

bt:rsangkutan.

(2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum
melaksanakan Perjalanan Dinas wajib terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan/perintah dari Pimpinan/Atasannya atau Pelabat yang
benrenang menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Per.lirlanan dinas merupakan perjalanan yang dilaksanakan dari tempat
keclrrdukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan
semula, dalam rangka melaksanakan:
a. tugas negarafkedinasan;
b. lrclaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

c. rnengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;

d. pengumandahan (detasering);

e. rnenempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

f. rnenghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau rnenghadap
seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan
.labatan;

g. rnemperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokt-er, karena
rnendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

h. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
kesehatan Pegawai negeri;

i. i)enugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1 l32l33; dan

j. rnengikuti pendidikan dan pelatihan.

(2) Per.;irlanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pernerintahan
daerah;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
satuan kerja perangkat daerah;

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan

pembebanan perjalanan dinas.

(3) Setr.rp Perjaianan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dibt'rikan biaya yang terdiri dari:

Perbup.HSU Tohun 2A2O Nomor 56
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a. r rang harian;
b. lriaya penginapan;
c. lriaya transportasi; danlatau
d. Lrang representasi.

Pasal 4

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3 huruf a,

dibzryarkan secara lumpsum per orang per hari, berdasarkan tumlah rirl
harr yang dilaksanakan daiam perjalanan dinas.

(2) Biara penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (.)) huruf b,
diberyarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan kuitansi pembayaran
biar,r penginapan/ bill hotel.

(3) Biar a transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c,

dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan bukti pembayaran moda
transportasi, seperti tiket pesawat/pelabuhan, termasuk boarding pass,
airptlrt tax, retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi
lainnya yang sah.

t4) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d,
dibayar secara lumpsum per orang per hari dan hanya diberikan untuk
Kerrra/Wakil Ketua/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II, yang
melrtksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksartaan tugas
dan fungsi yang melekat pada jabatannya.

Pasal 5

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biava/fasilitas
penginairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku ketentuan
sebagar berikut:

a. dibt'rikan biaya penginapan sebesar 3Ooh (tiga puluh persen) darL tarif hotel
di k,rta tujuan; dan

b. biar a penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberi<an secara
lum psum.

Pasal 6

(1) Dalam hal peiaksanaan Perjalanan Dinas memerlukan tes kesehirtan dalam
rangka pengendalian Covid-lg, seperti rapid test, swab test, ,rtau nama
lainnya, maka biaya pelaksanaan tes kesehatan dapat dijadikan komponen
biavir perjalanan dinas, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.

(2) Kuit.rnsi pembayaran biaya tes kesehatan wajib disertakan daianr dokumen
pert. mggungj awaban perj alanan dinas yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Dalam hal perjaianan dinas dilakukan secara bersama-sama (rombongan)
untuk sesuatu kegiatan, seperti studi banding/pembelajaran, workshop,
rapar-, seminar, danf atau kegiatan lainnya, maka berlaku ketenttran sebagrii
benkut:

a. [)enggunaan moda transportasi dapat dilakukan secara bersama-sam€r,
sesuzi dengan keperluan riIl moda transportasi; dan
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b. seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat mengirrap pada

I)enginapan/hote1 yang sama'

{21 Dalam hal tarif penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih tinggi dari satlian biaya
hotel/penginapan yang berlaku untuk yang bersangkutan, maka Pelaksana
Peqalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya tert'ndah yang
terst'dia pada hotel/penginapan dimaksud.

(3) Ajuclan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, dan Ajudan
Sekretaris Daerah, dapat menginap pada penginapan/hotel ].ang sama
dengan Pejabat yang diikutinya, dan dalam hal tarif penginapan/ hotel lebih
tinggi dari satuan biaya penginapan yang berlaku untuk Ajudan dimaksud,
makrr berlaku ketentuan ayat (2).

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi

Pasal 8

(1) Perjirlanan Dinas dengan tujuan ke Luar Provinsi dapat diberikan biaya
sebi-rgai berikut:
a. rrang harian;
b. hiaya penginapan;
c. Lriaya transportasi, yang terdiri dari:

l) biaya transportasi dari kantor tempat kedudukan menujti bandara/
pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, (Pergi-Pulang); yakrri
dari Amuntai ke BandarafPelabuhan Laut danf atau sebalrknya pada
saat kepulangan;

-f) biaya transportasi dari bandaralpelabuhan/termirral/stasiun
kedatangan menuju tempat tujuan/penginapan di kota tujuarr,
dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan; dan

r) biaya transportasi pesawat udara lkapal laut/keretalapilbus (Pergr-
Pulang); dan/atau

d. uang representasi.

{2) Rint ian besaran Uang Harian, satuan batas tertinggi Biaya Penginapan,
Fasrlitas Transportasi, Satuan Biaya Transportasi dan Uang Representast,
seb;rgaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lanrpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Dal.im hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana
dimirksud pada ayat (1) huruf c angka 1) dan angka 2), trdak dapat
dipt.roleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran
Riil. dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannva, dengan
ket('ntuan bersedia bertanggungiawab mengembalikan apabila terdapat
kelebihan pembayaran.

(4) Daliim keadaan tertentu (bersifat mendesak dan dengan memperhatikan
penringnya kegiatan yang akan dihadiri, atau tiket pesawat kelirs ekonorni
sulit diperoleh, serta agar tidak menghambat pelaksanaan perjalanan
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dinars), maka Ketua DPRD dan/atau Pejabat Eselon II.a dapat
men ggunakan kelas penerbangan bisnis.

Pasal 9

Perjalanirn Dinas ke Luar Provinsi untuk Biaya Transportasi dari Amuntai ke
Bandara /Pelabuhan Laut, ditentukan sebagai berikut:

a. apabrla menggunakan kendaraan dinas, maka hanya diberikan Bahan
Bakar Minyak sesuai ketentuan yang berlaku;

b. apabrla menggunakan kendaraan angkutan umum, maka dibenkan biaya
transportasi sesuai biaya riil yang berlaku; dan

c. tidak diberikan biaya transportasi, apabila menggunakan taksi bandara dari
Banclara ke Amuntai atau sebaliknya.

Pasal 10

(1) Pentrlanan Dinas ke luar Provinsi, apabila menggunakan mobil drnas maka
dapirt dititipkan pada tempat penitipan resmi mobil yang ada di lingkungan
Banrlara.

(2) Bia.la penitipan dapat dijadikan komponen biaya perjalanan ,linas, dan
dibavar sesuai dengan biaya riil.

(3) Kuitrrnsi pembayaran biaya penitipan wajib disertakan dalam dokumen
pert.:{nggungjawaban pedalanan dinas yang bersangkutan.

Pasal 1 1

(1) Per3alanan Dinas ke luar Provinsi, apabila menggLlnakan kendaraan
umum/angkutan darat (dengan cara carter taksi/travel) maka minimai 3

(tiga) orang dalam 1 (satu) mobil.

(2) Bial.r transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar sesuai
dengan biaya riil.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten

Pasal 12

(1) Peqia.lanan Dinas dengan tujuan ke Luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi
Kahmantan Selatan, diberikan biaya Perjaianan Dinas sebagai berikut:
a. itang harian;
b. iriaya penginapan;
c. lriaya transportasi; danf atau
d. rtang representasi.

(21 Rint ian besaran Uang Harian, satuan biaya batas tertinggi Biaya
Penginapan, Biaya Transportasi, dan Uang Representasi sebagaimana
dimrrksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perbup.HSU Tohun 2020 Nomor 56
ttg Sotuan Biaya Perjalonon Dinas Kab.HSU



(3)

(4)

9

Biai a Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. diberikan
apai,ila perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan kendara.rn umum,
dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Daltrm ha1 kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi secagaimana
dim;tksud pada ayat (3) tidak diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas
membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi
yants diketuarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab
men gembalikan apabiia terdapat kelebihan pembayaran.

Biar a transportasi yang tidak diperoleh bukti pembayaran moda
trar-isportasinya hanya dapat dibayar setinggi-tingginya sesuai dengan
kete'ntuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam lral Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten menggunakan Kendaraan
Dinas, rrraka tidak diberikan biaya transportasi, tetapi hanya diberikan Bahan
Bakar M rnyak yang volumenya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Per-lalanan dinas ke luar Kabupaten, dengan tujuan wilayah Kabupaten
Tabirlong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan. dan/atau
Katrupaten Tapin, tidak diberikan biaya penginapan'

Dikt:cualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), apabila
per.lalanan dinas tersebut dilaksanakan untuk kegiatan yang betul-betul
merlerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, sebagai conroh untuk
peliiksanaan kegiatan pameran dan/atau kegiatan lainnya bt:rdasarkan
kepi rtutan, kewaj aran dan rasionalitas yang dapat dipertanggungj awabkan.

Bagian Ketiga
Perjaianan Dinas Dalam KabuPaten

Pasal 15

(1) Per.lalanan Dinas dalam kota atau dengan tujuan k.: ibukota
Kec.rmatan/Desa (dari Kabupaten ke Kecamatan/Desa), dapar diberikan
biar a perjalanan dinas sebagai berikut:
a. irang harian, yang dibayarkan secara iumpsum per oranq per hari

;rerjalanan dinas;
b. rts.rig representasi; dan
c. irahan bakar minyak, dalam hal perjalanan dinas menggunakan

rnobil/kendaraan dinas roda 4 (empat), bagi Pejabat Eselon II dan
I'lselon III, yang volumenya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Perlalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
ditrt.rikan biaya, apabila kegiatan yang diikuti/dilaksanakan lt'bih
(de i.epan) jam.

(3) Dalirm hal Perjalanan Dinas dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) janr,
mzrka hanya diberikan Uang Transpor, yang besarnya 4Ooh (entpat puluh
persen) dari Uang Harian yang berlaku'
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Rip. ian besaran Uang Harian dan Uang Representasi secagaimanil
dim.rksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampirirn III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Khr.rsus untuk perjalanan dinas ke Kecamatan atau Desa yang trdak dapat
ditempuh dengan kendaraanlalat transportasi darat, dapat diberikan biayrl
taksi/sewa/carter kendaraan air yang besarnya sesuai dengan biaya ri1l.

Kuiransi taksi/sewa/carter kendaraan air menjadi dokumen pertanggung-
jarn,irban perjalanan dinas yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Perjalanan Dinas dari Kantor Kecamatan ke Desa/Kelurahan, dari
Kelurahan ke Kecamatan, dari Puskesmas ke DesalKelurahan dan/atau
dal UPT Dinas/Badan ke Desa/Kelurahan, dapat diberiran biaya
per3irlanan dinas dalam bentuk Uang Harian, yang dibayarkan secara
lumpsum per orang per hari perjalanan dinas.

(21 Perlirlanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
dibcrikan biaya, apabila kegiatan yang diikuti/dilaksanakan lebih dari 8
(del;rpan)jam.

(3) Dai;rm hal Perjalanan Dinas dilaksanakan kurang dari 8 (del,rpan) jam,
maka hanya diberikan Uang Transpor, yang tresarnya 40% (enrpat puluh
persen) dari Uang Harian yang berlaku.

(4) Rin,'ian besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1i,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan birgian tidak
terprsahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Khr.rsus untuk perjalanan dinas dari Kecamatan ke Desa yang trdak dapat
diternpuh dengan kendaraanlalat transportasi darat, dapat diber-i.kan biaya
taksi/sewa/carter kendaraarl air yang besarnya sesuai dengan biaya rill.

(6) Kurtansi taksi/sewa/carter kendaraan air menjadi dokumen pertanggung-
jau'aban perjalanan dinas yang bersangkutan.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA

MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN,
DAN/ATAU PRAJABATAN

Pasal 17

Perjalan.rn Dinas mengikuti Dikiat Struktural (Diklat Pim II, Diklat Pim III,
Diklat Prm IV, danf atau Diklat Prajabatan), baik dengan kewajiban setor biaya
kepada Panitia Penyelenggara atau tidak wajib setor, diberikan biaya sebagai
berikut:

a. Dilaksanakan di luar Kabupaten/dalam Provinsi atau dilaksanakan di luar
Provrnsi, diberikan Uang Harian yang besarnya Rp.11O.OOO (serat-rs sepuluh
ribu rrpiah) per orang per hari;

b. Dilaksanakan di daiam Kabupaten, diberikan Uang Harian sebesar
Rp.S{).000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.
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Pasal 18

Perjalan.tn Dinas mengikuti Diklat Teknis, Bimtek, Pelatihan, Sosiaiisasi atau
sejinisnra, Pameran atau sejenisnya, dan lain-lain kegiatan )ang waktu
pelaksarraannya melebihi 7 (tujuh) hari, diberikan biaya sebagai berikut:

1. Dilaksanakan di luar Provinsi atau di luar Kabupaten (dalarn wilayah
Provinsi), ditentukan sebagai berikut :

a. pa{a 7 (tujuh) Hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif
yarlg berlaku.

b. pirrla Hari ke-8 (delapan) sampai seterusnya diberikan Uang Harian
st'lresar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Uang Harian yang berlaku.

2. p4aya Penginapan dan Biaya Transportasi diberikan sesuai dengar, tarif yang
berlaku, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3. Dalanr hal Biaya Penginapan (Akomodasi) ditanggung oleh Panitia
penyeienggara (baik dengan cara setor maupun tidak setor biaya), maka
hanya diberikan uang harian dan biaya transportasi.

4. Kuitarrsi bukti setor akomodasi dijadikan dokumen pertanggungjawaban
perjaiir.nan dinas, dan jumlah setoran/kontribusi diakui sebagai biaya yang

berlaku.

BAB IV
KE-TENTUAN BIAYA PEMETIAN

DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasai 19

pemetiarr dan Angkutan Jenazah diberikan biaya sebagaimana tercantum
dalam L.rmpiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati rrri.

Pasal 2O

Biaya pt.rjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota DPRD, dan/atau Pegawai ASN, bagi anggota keluarga yang meninggal
diberikan maksimal 3 (tiga) orang, untuk waktu paling lama 4 (empat) hari yang
besarnv;t sesuai dengan biaya yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Pasal 2 1

Untuk t,erjalanan Dinas yang menggunakan Mobil DinaslKendariran Dinas,
diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Yang ketentuannya mengacu pada
Peraturan Bupati yang berlaku.
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BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal22

Pemtrayaran biaya perjalanan dinas dapat cliberikan dalam batas pagtl
angg.aran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja berkenaan-

Biar a Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalane,n Dinas
dilaksanakan.

Dalsm hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya
Per.i.Llanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas
dapat dibayar setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 23

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan memberikan uang
muka/panjar kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan mel.rksanakatr
perj:rlanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.

Pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada permintaan dari PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat
Kornitmen/PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampi;-i :

a. Surat Perintah T\rgas untuk melakukan perjalanan d:nas yang
<litandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

b. SPPD;
c. Kuitansi perjalanan dinas; dan
d. Rincian biaya perjalanan dinas.

Bertiasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Bendahara
Pen{eluaran membayar uang muka perjalanan dinas kepada Pelaksana
Perjirlanan Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERJALANAN DINAS

Pasal 24

Perjrrlanan Dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang ditert,itkan oleh
Peja bat yang berwenang.

Pemberian SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
ber<lasarkan prinsip selektif, efesensi, kesesuaian capaian kinerja, dan
akuntabilitas.

Pasal 25

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Drnas wajib
mepyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalarran dinas,
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
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(2) Dokrtmen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

meliltuti:
a. Surat Perintah T\rgas yang sah dari atasannYa;

b. SppD yang telah ditandatangani oleh Pejabat/PNS tti tempat

lielaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjrrdi tempat
t ujuan perjalanan dinas;

c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atatr
kuitansi/ bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d, huitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel;

e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Ramp.-rng sesuai
riengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran \ I huruf A
l'eraturan Bupati ini; dan

f. l.aporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.

(3) Seltiln dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)r, dokumen
perrirnggungjawaban juga dapat dilampiri dengan bukti-bukti lainnya

isep,,rti:-surat undangan, teleks, dan lain-lain) yang dapat mendrtkung nilai
aku ntabilitas perjalanan dinas.

Pasal 26

(1) Dalirm hal bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud
dal;rm Pasal 25 ayat {2) huruf c, tidak dapat diperoleh maka dokumen
perrirnggungjawaban perjalanan dinas wajib disertai dengan Daftar
Pengeluaran Riil atas biaya transportasi, yang bentuk dan formatnya
sebirgaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf B yang tnerupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Selarin dari Pengelola hotel, kuitansi bukti pembayaran penginapirn atau bill
hott'1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, dapat pula
dipcroleh dari agen perjalanan resmi.

(3) Penrbayaran biaya penginapan, dapat dibebankan atas 2 (dua) ')rang yang
melitksanakan perjalanan dinas, sesuai dengan nama yang tercanturn
dalam kuitansi penginapan/bill hotel, dengan syarat tidak mt'lebihi dari
standar tarif penginapan yang berlaku untuk bersangkutan.

(4) Dal.rm hal biaya penginapanf akomodasi perjalanan dinas ditanggung oleh
Panrtia Penyelenggara kegiatan, dengan mewa.libkan setor kepa,la Pesertzr,

maka kuitansi bukti setor/kontribusi wajib disertakan dalarr, dokumen
pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan jumlah uang setorttn/besaran
konrribusi yang tertera diakui sebagai komponen dari biaya perjalanan
dinirs.

Pasal 27

(1) Pemttayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti semLnar, rapa[,
dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DIPA/DPA
Satrran KerjalKantor Penyelenggara kegiatan, dapat diberikan llang muka
biar,ir perjalanan dinas oleh Satuan KerjalKantor PNS/Pejabat yang
bers,rngkutan.

(2) Uarrg muka sebagaimana dimaksud pada a1'at (1), dikembalikan kepada
Benrlahara satuan kerjanya setelah diganti oleh Penyeienggara.
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Biaya Per-jalanan Dinas untuk :

1. PPPK 'PTTlPegawai Non PNS;
2. Masviirakat umum yang terkait langsung dengan program datr kegiatan

SKPD/Unit Kerja bersangkutan; dan
3. Kelompok tani, kelompok perikanan, Paskibra, atlet, dan lain-lirin, yang

perjalanan dinasnya dalam rangka mewakili daerah;

disamak.rn dengan biaya perjalanan dinas PNS Golongan I/II.

Pasal 29

Pemberiim biaya perjalanan dinas untuk Narasumber, Supen'isor, Tim
Ahli/Peldamping Teknis yang berasal dari instansi Pemerintah, seperti BPK,

BPKP, [)emerintah Provinsi, Kementerian danlatau instansi Pemerintah non
kementerian, maka tarif perjalanan dinas yang diberikan mengikutr tarif yang
berlaku ,lalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3O

(1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, SKPD atau unit kt'rja dapat
mengikut-sertakan instansi vertikai (Pimpinan dan Anggota T\1, POLR],

Kejaksaan Negeri, danf atau instansi vertikal lainnya) yang terkait langsung
dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD bersangkutan.

(2) Besarran tarif Perjalanan Dinas bagi Pimpinan lKepala instansi vertikal
disarnakan dengan Pejabat Eselon II.a, dan untuk Kepaltr Bagianl
Bidang/Unit Kerja, anggota atau staf disesuaikan dengan tingkat
kep:r ngkatan I jabatan yang bersangkutan'

(3) Pemtrebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud patla ayat (27,

dibe trankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Untr.rk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan,
dan atau kegiatan lainnya yang pesertanya masyarakat umum/Pegawai
ASN /Pegawai Non-PNS, yang dilaksanakan oleh SKPD, maka pemberian
Ualg Saku sebagai pengganti biaya transportasi kepadrr Peserter,

besarannya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada DPA-SKPD
masrng-masing.

(2) Pertimggungjawaban pemberian uang saku sebagai pengg-rnti biaya
transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat hanya dengan
Tancla Terima Uang oleh Peserta dan Absensi kehadiran Peserta.

Pasal 32

Bagi Pt'jabat atau Staf yang melakukan perjalanan dinas dalttm rangka
mengikrrti kegiatan organisasi di luar tugas pokok dan fungsi kedinasannya,
maka trriak diberikan penugasan perjalanan dinas tetapi hanya diberikan surart

izin meninggalkan tugas.
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Pasal 33

Untuk l)t'rjalanan Dinas tujuan ke Luar Negeri, ketentuan mengenai tarif biayer

pedalanirn di.r"" mengacu kepada Standar Biaya yang berlaku yang ,litetapkan
oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 34

(1) Kete'rrtuan tarif Perjalanan Dinas khusus untuk:

a. lrejabat/PNs di lingkungan Inspektorat dalam rangka tugas pembinaarr
clan pengawasan sesuai dengan Tupoksinya;

b. I)etugas Pemungut Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

c. Sopir PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan

d. Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Anggota dan
Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabuprlten Huhr
Sungai Utara, yang melaksanakan perjalanan dinas ke recamatatl
<ialam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum;

dapurt ditetapkan tersendiri dengan Keputusan tsupati.

(2) Dal3rn hal tarif biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
belurn ditetapkan maka ketentuan mengenai tarif biaya perjalana:r dinasnya
mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Peratursn Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang merupakan pt'laksanaan
dari Perirturan Bupati tentang Perjaianan Dinas yang ditetapkan st'belumnya,
d.inyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Bupati irri dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr.

Pasal 36

Satuan lliaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
dapat drlakukan perubahan sepanjang didasarkan pada peraturan lrerundang-
undangirn yang berlaku, yang penetapannya tarifnya dapat ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada sa.rt Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraruran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentztng Satuan
Biafir Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat
Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) cii

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 33); dan

2. Peraruran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2O:9 tentang
Perutrahan atas Peraturan Bupati Huiu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2A16

tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD,

PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsionail, serta Pegawai Tidak Tetap
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(1>TT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita

b..run Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2O),9 Nomor 36);

dicabut tlan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal 01 Januati 2O2l'

Agar serrap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Birpati ,.i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupirten Huh-r

Sungai t'tara.

Ditetapkan di Amuntai
,rL Desember 2O2O

SUNGAI UTARA,

HK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN .)O2O NOMOR 58.-

Diundangkan di Amuntai
A2 Desember 2O2O

ffi*

ArTil

SW
NUNCN!
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2O2O
TANGGAL 22 DESEMBER 2O2O

SATUAN BIAYA PER.'AI"AITAIT DIITAS

ItE tuAR DAERAII / KETUAR PROVIil$ K:ALIMAIITAtr SELATAn

1. SAfUAIT UAfrG IIARIAI{ PER.IALIII{AIII DII{AS KT LUAR PROVINSI

Dalam Rupiah

NO KOTA TUJUAN SATUAN
BESARAIY

UANG
HARIAN

KETERANGAN

1 Aceh OH 360.OO0,-

Beriaku
untuk se mua

Pelaksana
Perjalanan

Dinas

2 Sumatera Utara OH 370.OO0,-

3 Riau OH 370.O00,-

4 Kepuiauan Riau OH 370.000,-

5 Ja-mbi OH 370.000,-

6 Sumatera Barat OH 380.000,-

7 Sumatera Selatan OH 380.000,-

8 Lrrmpung OH 380.OO0,-

9 Bengkulu OH 380.000,-

10 Bangka Belitung OH 410.000,-

11 Banten OH 370.OO0,-

t2 .lilwa Barat OH 430.000,-

13 DKI Jakarta OH 530.OO0,-

T4 ,Jilw& Tengah OH 370.000,-

15 D.I. Yograkarta OH 420.OOO,-

16 .Jawa Timur OH 410.000,-

17 Bali OH 480.000,-

18 Nusa Tenggara Barat OH 440.O00,-

19 Nusa Tenggara Timur OH 430.OOO,-

20 Kalimantan Barat OH 380.000,-

21 Kalimantan Tengah OH 360.000,-

22 Kalimantan Timur OH 430.000,-

23 Kalimantan Utara OH 430.000,-
24 Sulawesi Utara OH 370.O00,-

25 (iorontalo OH 370.000,-

26 Sulawesi Barat OH 410.000,-

27 Sulawesi Selatan OH 430.OO0,

28 Sulawesi Tengah OH 370.OO0,-

29 Sulawesi Tenggara OH 380.OOO,-

30 Maluku OH 380.O00,-

31 Ntaluku Utara OH 430.000,-

32 Papua OH 580.000,-

33 l'}apua Barat OH 480.OOO,-
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2O2O
TANGGAL 22 DESEMBER 2O2O

SATUAN BIAYA PER.IALIIilAN DIITAS
DARI I{T LTIAR KABTIPATTIT DAI,AM WILAYA}I

PROVINSI I{ALITfiAITTAIY SELATAI{

1. SATUAIT UANG HAnIAIT
PEN.'ALIW]TT DIilAS I{T LUAR I(ABT'PAfEI{

dalam Rupiah

NO KOTA TUJUAN SATUAN
BESARAN

UANG
HARIATT

KETERANGAN

1 Barrjarmasin OH 380.000,-

Berlaku
untuk semJa

Pelaksanir
Perjalana:r

Dinas

c Banjarbaru OH 380.OO0,-

3 Banjar OH 380.000,-

4 Kota Baru OH 380.OO0,-

5 Tanah Bumbu OH 380.O00,-

6 Tanah Laut OH 380.OO0,-

7 Barito Kuala OH 380.OO0,-

8 Tapin OH 350.OOO,-

9 Hulu Sungai Selatan OH 340.O00,-

10 Hulu Sungai Tengah OH 300.000,-

11 Bal.rngan OH 300.oo0,-

12 Tabalong OH 300.oo0,-

> Dibayar secara lumpsum, per orang per hari

Perbup.HSU Tahun 2020 Nomor 56
ttg Sotuon Biaya Perjalanan Dinos Kab.HSU
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3. BATAS BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR I(ABUPATEN

NO
I(ABUPATEN /
KOTA TUJUAI{

KETUA/WAIflL
KE?UA DPRD

ANGGOTA
DPRD/PE'ABAT

ESELON II

PE.'ABAT
ESELON
ul-rv-v

PNS GOL.[V.I,
dan PIT/PPPK

1 Banjarmasin Mobil dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
200.000,-

Mobi; dinas
/taksi Rp
20().o00,-

2 Banjarbaru Mobil dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
200.oo0,-

Mobil dinas
/taksi Rp
20().000,-

3 Banjar Mobil dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
200.000,-

Mobi dinas
/taksi Rp
20().000,-

4 Kr,ta Baru Mobil dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
500.000,-

Mobi, dinas
/taksi Rp
50().000,-

5 Tanah Bumbu Mobii dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
4OO.OOO,-

Mobir dinas
/taksi Rp
400.oo0,-

6 Tanah Laut Mobii dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
350.000,-

Mobit dinas
/taksi Rp
350.000,-

7 Barito Kua-la Mobil dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
350.000,-

Mobit dinas
/taksi Rp
350.000,-

8 Tapin Mobil dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
150.000,-

Mobil dinas
/taksi Rp
150.00O,-

9
Hr-ilu Sungai
Seiatan

Mobil dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
150.O00,-

Mobil dinas
/taksi Rp
150.000,-

10
Huiu Sungai
Tengah

Mobil dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
100.000,-

Mobil dinas
/taksi Rp
10().000,-

11 Birlangan Mobil dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
100.000,-

Mobil dinas
/taksi Rp
10().000,-

L2 Tabalong Mobil dinas
Mobil dinas

/taksi Rp
100.000,-

Mobil dinas
/taksi Rp
100.000,-

Keterangan:
> Bial ir taksi merupakan batas biaya tertinggi untuk perjalanan dinas Pergi-

Pularrg (PP), dan dibayar sesuai biaya riil;
> Dalarn hal Perjaianan Dinas menggunakan kendaaraan/mobil dinas, maka

tidak diberikan biaya transportasi, hanya diberikan BBM sesuai ketentuan.

PerbuB.llSU Tahun 2020 Nomor 56

ttg Satuan Bioya Perjalonan Dinas Kob.HSU
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4. UANG RTTRTSEITTASI I(TLUAR KABUPATEN

NO URAIAN
KETUA/WAKIL KETUA/

ANGGOTA DPRD
PF^IABAT
ESELON II

1. Uang Representasr Rp 125.000 Rp 75.000

Keterangan:

Vr\ Lrt >\

SUNGAI UTARA,

HK
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2O2O
TANGGAL 22 DESEMBER 2A2A

SATUAN BIAYA PER*'ALAI{AIT DINAS DAL/TM KOTA
ATAU TUJUAIS I(T I{TCAIIfiATAN/DESA DAI"ITM UAI"AYAII

I(ABI'PATEIT IflILU ST'NGAI UTARA

1. SATUAil UAITG HARIAIT
Dalam Rupiah

NO
KECAMATAN

TUJUAN
SATUAN

BESARAN
UANG

HARIAN
KETERANGAN

1 Amuntai Tengah OH 140.000,-

Berlaku
untuk semua

Pelaksana
Perjalanan

Dinas

Hanya dapat
dibayar Minimal
8 (delapalr! jam

2 Banjang OH 145.OO0,-

3 Amuntai Selatan OH 145.000,-

4 Amuntai Utara OH 145.O00,-

5 HerLrr Gading OH i45.OOO,-

6 Sungai Pandan OH 145.O00,-

7 Sungai Tabukan OH 150.OO0,-

8 Babirik OH 150.O00,-

9 Danau Panggang OH 150.0O0,-

10 Paminggir OH 150.O00,-

KeteranR;rn:

dilaksimakan untuk kegiatan minimal 8 (delapan) jam;

kendaraan ak dinas diberikan bahan bakar minyak (BBM) yang
banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku;

menggunakan angkutan air/sungai, diberikan biaya transportas, yang
dibal'rirkan sesuai biaya riil.

Perbup.HSU Tqhan 2O20 Nomor 56
ttg Sotuon Biayo Perjalanon Dinos Kob.HSU
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2. UANG REPRESENTASI

NO URAIAN
KETUA/WAKTL KETUA

/ANGGOTA DPRI)
PF^IABAT
ESELON II

1. Uang Representasi Rp 125.000 Rp 75.t)00

PENJEL,q.SAN :

dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan minimai 8 (delapan)jam;

6E-I
SUNGAI UTARA,

HK

Perbup.HSU Tahun 2020 Nomor 56
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2O2O
TANGGAL 22 DESEMBER 2O2O

SATUAS UANG HARIAI{ PER.IALITIYAIT DINAS
DARr I{ECAMATAN I{t DESA I KELURATIAII ATAU DARr NELUnAHAII

KE ITEICAIBATAIT DALIIil WILILYAII KABUPATEN HULU SUITGAI UTARA

PENJELASAN:

1. Berlaku untuk Pegawai Kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/
Kelurirhan, danf atau UPT lainnya yang ada di Kecamatan;

Uang harian dibayar per orang per hari (OH) secara lumpsum;

Uang harian hanya dapat dibayar untuk Perjalanan Dinas dalarn rangka
mengikuti kegiatan minimal 8 (delapan) Jam;

Penetiipan jarak antara Kantor Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau
Puskesmas dengan Desa/Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati
atas usul masing-masing Perangkat Daerah/UPT bersangkutan;

5. Doktt'r /Tenaga Medis kontrak yang Pengangkatannya dengan SK Bupati
disamrikan dengan VTT I PPPK.

SUNGAI UTARA,

HK

2.

3.

4.

N
o

rAI}AI( ITANTrIP TARIF UANG HARIAN

KETERANGANKE TEMPAT
TUJUAN
(KMI

PE.'ABAT
ESELON III.
rvlPNs GoL.

rv-uI

PNS GOL t-tt I
PTT/PPPK

1 O- 1km Rp 35.0O0 Rp 35.0O0 Hanya rtapat
dibayar apabila

Perjalanarr Dinas
Mininai ,B Jam

2 '1-5km Rp 5O.OOO Rp 4O.0O0

3 >;j-15km Rp 60.000 Rp 50.0O0
4 > 15-30km Rp 70.000 Rp 60.000
5 '30km Rp 8O.O00 Rp 7O.0OO

6:4;

Q,ffi

Perbup.HSU Tahun 2020 Nomor 56

ttg Sotudn Bioya Perialanan Dinas Kob,HSU
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI LTARA
NOMOR 56 TAHUN 2O2O
TANGGAL 22 DESEMBER 2O2O

A. FORIYIAT RINCIAN BIAYA PEzuALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PEzuALANAN DINAS

Lampira n SPPD Nomor :

Tanggai :

NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN

1

2

3

4

JI'MLAH Rp.

TERBILANG :

Telah dibayar sejumlah
Rp. .

Bendahara,

Telah menerlma jumlah uang sebesar
Rp. .

Yang menerima,

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang tel,rh dibayar semula : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp. .

Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan

(

NIP.

Perbup HSU Tahun 2020 Nomor 56
ttg Satuon Bioya Periolanan Dinas Kob..HSU
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B. FORMAT DAT"TAR PEITGELUARAIiT RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Y.rng bertanda tangan di bawah ini :

N am a : ......
NIP
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) tanggai
dengan ini sayaNomor

menyal.rkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bian'.r transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoieh bukti-
bukt r pengelu arannya, meliputi :

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN

JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan pedalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari
terdirpat kelebihan atas pembayaran saya bersedia untuk menyetorkan
kelet;ihan tersebut ke Kas Daerah.

Dt:mikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarn5,'a, untuk
dipergu nakan sebagaimana mestinya.

tanggal, bulir"n, tahun

Mengetahui
Pejabar Pelaksana Teknis Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas,

NIP. NIP.

SUNGAI UTARA,

HK

Perbup HSU Tohun 2O20 Nomor 56
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